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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Helening
Buku Eas No.

Tangga

Terima Do

KWITANSI

: 5.05.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0026
H --mmu- |||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

. Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

== ENAM JUTA RUPIAH ==

BELAMIA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PEHUNIARG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAM SUB KEGLATAN PENYEDLAAN
INSA FELAYANAN LIMUM KANTOR BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 20374

KASUBAG. UMUM DAN EEPEGAWALAN
SELAKU PPTK

NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, DE-*ﬂLI = 0L}
Yang Menarima,

NIP. 198003202014102001 W“H pEWo i B
Jumiah Uang Rp. 6.000.000,- |




NO. DAFTAR: 00105/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL
TAHUN ANGGARAN 2024 _
Nomor | Tanggal 5K - 304setdar 188 ATAMUN 2024 / 11 Januarl 2024

JASA PENUNJANG URUSAN
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jaian Achmag Yam Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang. Kots Makasss!, Sulswes Selatun Kode Pos B0111
Talepon (0411) 3616006 Faksimils (0411) 3634847
LEMEn arps palnrts 1, Pl sl ar sk gl

T

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 304 /SETDA/ 188.4 /TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NECGARA PADA TENAGA PENUN.JANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2029

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang . a bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran Kegiatan Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar, maka dipandang periu menunjuk dan
memberikan  Jasa Tenaga  Administrasi untuk
peluksanaan kegiatan dimaksud;

k. bahwa berdasarkan  pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam hurufl a, perlu ditetapkan Keputusan
Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang Penunjukan
dan Pemberian Belunja Jasa Tenaga Administrasi serta
Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil
Negara pada Tenuga Penunjang Peluksana sub kegatan
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawes: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Nomaor
1822},

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tuhun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Nomor 5601) sebagaimana teluh diubah
werakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Indonesia Penetapan  Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang
Cipta kerjan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor HE50);




]
.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIOA

KEEMPAT

ARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA

TENAGA ADMIMISTRAS]

PENYEDIAAN JA
BADAN PE

Menunjuk 6(enam
pada sub Kegia
Kantor pada
Kota Makassar

Kepada 6(enam)
pada Diktum KE
Administrasi serta

SERTA BELANJA [URAN
BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA
UNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
FELAYANAN UMUM KANTOR PADA
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
ANGGARAN 2024,

Orang Non ASN Tenaga Administrasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran 2024

g Non ASN sebagaimana dimaksud
TU, diberikan Belanja Jasa Tenaga
luran Jaminan/Asuransi, bagi Non

Aparatur Sipil Neﬂ::du Tenaga Penunjang Pelaksana

sub Kegiatan Pen

pada Badan Penel|

Makassar sebagai

a. Belanja Jasa
Rp1.500.000,00

b. Belanja iuran /j
1. Keschatan
2. Kecelakann
3. Kematian

Pemberian  Belarjja

Jaminan/Asuransi

Jasa Pelayanan Umum Kantor
tinn dan Pengembangan Daerah Kota
ikut:

Administrasi:

Orang/Bulan

i ASUransi:

: Rp141.000,00/Orang/Bulan
* Rp3.600,00/ Orang/Bulan

: Rp4.500,00/ Orang/Bulan

Jasa dan  Belanja
schbagaimana  dimaksud

luran
Diktum

KESATU, diberikan| sebagai kelancaran pelaksanaan Sub
Kegiatan penyntllaqa Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada
Badan Peneclitian Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024,

Segala biaya yang timbul sehubungsn dengan pelaksanaan
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Makassar melalui Dokumen Pelaksana
Angpgaran Badan tian dan Pengembangan Daerah Kota
Malkassar Tehun 2024,
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I
Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Nep Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norhor 5601) sebagaimana telah diubah
terakhir dengah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pepgganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemb tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daersh  (Lembaran [Negara
Republik Indoriesia Tahun 2019 Namor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedomgn Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ‘Nomor
1781);

Perangkat Daergh Kota Makassar Nomor 8 Tahuh 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran De Knhﬁhnmﬂmﬂﬁhu:imlﬁl
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peniibahan
Dacrah atas Pefaturan Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016 {entang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kotz Makassar
Nomor 8 tahun 2023); :
Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahurl 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Etla;njnﬂuuh Kota
Makassar Tahur Anggaran 2024 {Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahur 2023 Nemor 6); i
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahurj 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik
yang berintegriths pada Lingkup Pemerintah

(Berita Daerah Kbta Makassar Tahun 2023 Hmnnriaﬂl;
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun: 2023
Tentang Penjabsiran Anggaran Pendapatan dan Blanja
Daerah Kota Mdkassar Tahun Anggaran 2024. (Berita
Daerah Kota Malkassar Tahun 2023 Nomor 94); .

|




KELIMA

KEENAM

Tembusamn:

Ketentuan yang berkaitan dengan Teknis pelaksanaan
Keputusan  Sekretaris Doaerah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja jasa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi
Non Aparatus Sipil Negarn pada Tenaga Penunjang
Pelaksana sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Rantor pada Badan Penclitian dan Pengembangan Daerah,
akan dintur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makeassar.

Keputusan i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dul:l:mplmn di Makassar

'::.":.'.I 15 ’.
1':»
?TL AMID PAGARRA

I. Sekertaris Dacrah Kota Makassar di Makassar,

2 Inspektur Dacrah Kota Makassar di Makasnar,

3. Kepala BPEAD Kota Makassar di Makassar;

4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kots Makassar i Makasaar,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dacrah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Koth Makassiar di Makansar,

7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketabui,




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Juslans Jendorul Abvead Yani No. I Mokassar %01 ||

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

HKOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/025/KEP/11/2024

TENTANG

PEMBERIAN JASA ADMINISTRAS]I SERTA BELANJA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN

ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang @ a.

Mengingat

bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemenntaban,
Pemmbangunan dan Pengelolann Keuangan Dacrah pada
Badan Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipandang perlu memberikan jasa tenaga adminisirasi seria
belamja uaran jaminan / asuransi bag non aparamur sipil
negara pada tenaga penunjung pelaksana sub  kegiatan
penyedigan jasa pelayanan umum kantor pada Badan
Penelitiun dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024,

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daecrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang
Penyelengeara Negara vang Aersih dan Behas dari Kormpsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lenibaian Negaia Republik Todeoesia Taliuo 2003
Nomor 47, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharnan Negarn  [Lembaran Negara  Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksinn
Pengelolaan  dan  Tanggungawab Keuangan Negam
flembaran Negara Reprihlik Indonesia Tahon S04 Nomor Gh
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),




2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234];

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679}

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13: Peraturan Baerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

‘14, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 20049);

15. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Malknssar Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tenitang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

18 Sivens Warmihiaams Salrestarie DNasrab ot Waleaesar BMomos




Pendukung Non ASN sebagni Laskar Pelangi Tahun Anggaran
2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
304 /SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024
tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga
administrasi serta belanja fuaran jaminan / asuransi bagi
non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana
sub kegintan penyediaan jass pelayanan umum kantor pada
HﬂmFmﬂmmmmHmpﬂmgmﬂmﬂﬂmmuﬂmnr
Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN  DAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAEASSAR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSBI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Memberiknn belanja jasa tenagn administrasi serta belanja
juaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
tenagn penunjang pelaksana sub kegiatan penyedinan jasa
pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024
dengan nama-nama sebagai berikut :

TAN
mlw%ﬁ&:u %‘

Ne
1

TIT1015409910001 | LASKAR

BE

737 102590270006 | LABKAR

Belanja jusa tenaga edministrasi serta belanja juaran jaminan
/ asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga
permunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan
umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Maknssar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah
Kotn Makassar Tahun Angearan 2024 melalui DPA Badan




KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tangeml | Februsri 2024

l“l?'ﬂﬂﬂ- 45 Em 1001

NIP :

uer:thmrdanhnm.r
. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makasaar;

. Masing-masing yang bersanghkutan;
Pertinggal

T




